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ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah berakibat pada berbagai sektor tidak hanya di
sektor kesehatan. Pemerintah merespon keadaan ini dengan menerbitkan regulasi
untuk mengatur stabilitas keuangan negara dalam kondisi pandemi. Regulasi
tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Perppu tersebut ditetapkan sebagai
instrumen yuridis dalam upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan
kesehatan dan perekonomian nasional dalam kondisi pandemi Covid-19.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis bertujuan untuk memberikan
gambaran atau penjelasan masalah yang diteliti secara umum dan secara metode
penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research) dan jenis penelitian ini
adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang
difokuskan dalam penerapan sistem hukum Indonesia dan maqasid syariah yang
dihubungkan Perppu nomor 1 tahun 2020. Pengolahan data yang terakumulasi
kemudian diolah dengan menganalisa dengan metode Normatif induktif,
Komparatif, Koherensi.

Hasil penelitian menunjukan Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020
bertentangan dengan syarat Mahkamah Konstitusi yaitu Perppu Nomor 1 Tahun
2020 tidaklah bersifat mengisi kekosongan hukum, melainkan mencabut atau
membuat ketentuan-ketentuan tertentu menjadi tidak berlaku dengan alasan
keadaan darurat Kesehatan. Covid-19 merupakan masalah dalam tingkatan
daruriyat sebagaimana dampak yang ditimbulkan darinya tidak hanya sektor
kesehatan yang mengakibatkan banyak manusia kehilangan nyawa akan tetapi
sektor ekonomi melemah, dalam kacamata maqasid syariah Perppu ini memelihara
Jiwa, Harta dan Keturunan.

Kata kunci : Perppu, Covid-19, maqasid syariah,
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maret 2020 Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa
pandemi Covid-19 telah menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia, dari hari
ke hari jumlah korban yang terindikasi Covid-19 semakin bertambah, Hal tersebut
menimbulkan dampak tidak hanya bagi dunia kesehatan, tetapi juga berdampak
pada sektor-sektor yang lain, dimana dalam sektor sosial yang harus dilakukan
pembatasan interaksi, sektor perekonomian yang macet sehingga mendorong
pemerintah untuk mengambil tindakan secara cepat, tepat, dan akurat dalam
penanganan pandemi covid-19.

Pemerintah merespon keadaan ini dengan menerbitkan regulasi untuk
mengatur stabilitas keuangan negara yang terdampak pandemi. Regulasi tersebut
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nemor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau - Dalam Rangka  Menghadapi - Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret
2020.1 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut ditetapkan sebagai instrumen yuridis

dalam penanganan covid-19 karena telah terbukti pandemi covid-19 memberi

L https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020 (diakses 19
Maret 2020 pukul 20.32)



https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020

dampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional,
penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan.
Untuk itu diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan
dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring
pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk
dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa disingkat
menjadi PERPPU adalah hak prerogatif Presiden selaku kepala negara dan juga
pemangku kekuasaan tertinggi pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa,
hak prerogatif ini tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.2
Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, Perppu berada sejajar atau setara
dengan Undang-undang setelah Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu,
Perppu dapat pula melaksanakan perintan UUD NKRI Tahun 1945. Pasal 1 ayat (4)
UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
disebutkan bahwa = Peraturan Pemerintah Pengganti . undang-undang adalah
Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh-presiden dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa.

Banyak yang mengkritik atas pengeluaran PERPPU Nomor 1 Tahun 2020
terutama dalam Pasal 27 pasal ini berisi tentang imunitas kepada pemerintah dan

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menjalankan stabilitas

2 Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.



Keuangan Negara. pasal ini dianggap menjadi potensi skandal korupsi. Tanggapan
Menteri Keuangan Sri Mulyani atas Kritikan dari berbagai pihak terhadap Pasal 27
PERPPU No. 1 Tahun 2020 bahwa ketika ada dugaan dan bukti korupsi yang
merugikan negara tetap bisa dituntut sebagai tindak pidana korupsi oleh aparat
penegak hukum, ia juga menambahkan ketentuan yang sama juga diatur dalam
berbagai peraturan perundang-undangan jadi Pasal 27 PERPPU No. 1 Tahun 2020
bukanlah kekebalan hukum yang sifatnya absolut.?

Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam putusannya nomor 003/PUU-
I11/2005 bahwa "kegentingan yang memaksa" menjadi hak subyektif Presiden
untuk menentukan yang kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR
untuk ditetapkan sebagai undang-undang.* Akan tetapi menurut anggota DPR
bahwa PERPPU No. 1 Tahun 2020 terbit tanpa melibatkan partisipasi DPR,
menurut salah satu anggota DPR uang yang digelontorkan berasal dari APBN yang
basisnya adalah uang rakyat, sehingga harus ada pertanggungjawaban yang jelas
dalam penggunaannya dan dikhawatirkan dengan tidak adanya pengawasan efektif
dalam penyaluran dana tersebut berpotensi menimbulkan bencana keuangan.®

Berdasarkan uraian latar belakang, penyusun tertarik -mengkaji guna

penyusunan - Skripsi sebagai Tugas Akhir dengan judul “KEBIJAKAN

3 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pasal-27-perppu-n012020-bukan-pasal-
imunitas-absolut/. (diakses 19 Maret 2020 pukul 20.56)

4 https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/003-PUU _111-2005.pdf (diakses
19 Maret 2020 pukul 21.13)

Shttps://dpr.go.id/berita/detail/id/28272/t/Beberapa+Pasal+Perppu+Nomor+1+Tahun+202
0+Dinilai+Kontroversial (diakses 19 Maret 2020 pukul 21.29)
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PENANGANAN COVID-19 DALAM PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF

MAQASID SYART’AH”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik pokok masalah yang akan dibahas

dalam skripsi ini. Pokok masalah tersebut adalah :

1.

Bagaimana sistem hukum di Indonesia memandang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020?

Bagaimana analisis magqasid syari’ah terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka menjaga stabilitas

keuangan dalam penanganan Covid-19?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

a. Mengetahui ~ secara komprehensif ..mekanisme ._pembentukan dan
pembahasan = Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam
keadaan darurat.

b. Mengkaji secara mendalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 menggunakan
konsep dan esesnsi dari maqasid syari’ah.

Kegunaan Penelitian



a. penyusun berharap penelitian ini akan berguna bagi mahasiswa dan
masyarakat secara umum tentang kajian maqasid syari’ah yang digunakan
untuk melihat masalah Perundang-Undangan.

b. Penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pengetahuan yang

bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian yang dilakukan sebagai langkah awal
untuk mengetahui hubungan masalah yang diteliti dengan research yang telah
dilakukan hal ini penting untuk mencegah tidak terjadi pengulangan penelitian.
Dalam menganalisa PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan
negara untuk penanganan covid-19 perspektif magasid syari’ah peneliti
menggunakan beberapa rujukan yang diuraikan di bawah ini.

Pertama, Skripsi dari Nabillah mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan berjudul “Keadaan
Darurat _Negara sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 1 tahun 2020 Ditinjau dalam Figh Siyasah. Dalam skripsi
tersebut penulis menyatakan ‘penerbitan PERPPU ketika keadaan darurat dan
memaksa maka dalam Islam memberikan keringanan ataupun kelonggaran bagi
pemegang kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden/khalifah untuk mengambil
tindakan-tindakan yang menurut sifatnya bukan berdasarkan hukum dasar. Menurut
Wahbah az-Zuhaili, di dalam hukum pemerintahan, apabila disadari bahwa

pemerintahan dalam keadaan bahaya, dimana keadaan itu menuntut campur tangan



dengan segera untuk memelihara keamanan, ketenangan, atau kesehatan umum,
maka dalam keadaan seperti itu, pemerintah dibolehkan memutuskan hukum secara
langsung tanpa menunggu keputusan hakim atau dalam hal ini DPR (legislatif),
karena jika pembuatan undang-undang harus menunggu kesepakatan dengan DPR
dulu maka tentu akan sangat lama sementara permasalahan yang terjadi di suatu
Negara harus segera diselesaikan.®

Kedua, Jurnal yang di tulis oleh Henny Juliani dari Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Analisis Yuridis Kebijakan
Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 . Dalam Jurnalnya
Henny berpendapat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu)  merupakan kewenangan diskresi konstitusional sebagai hak Presiden
berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 Dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa berkaitan dengan pandemi covid-19, presiden telah menetapkan
Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai produk hukum sebagai bagian dari
hierarki peraturan perundang-undangan yang = dipadukan dengan peraturan
kebijakan sebagai dasar teknis operasional dalam penanganan-pandemi covid-
19, tentunya didukung oleh birokrasi ‘sebagai pelaksana kebijakan. Diskresi

yang dimiliki Presiden dan pejabat pemerintahan merupakan kebijakan strategis

® Nabillah, “Keadaan Darurat Negara sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 Ditinjau dalam Figh Siyasah”, Skripsi, Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara, Medan (2020).



yang berupa keputusan dan/atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkret yang
mendesak yang membutuhkan penanganan segera.’

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Ahmad Fala Tansa dari Progrm Studi
Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Otoritas Presiden dalam Menerbitkan Perppu
Perspektif Fikih Siyasah”. Dalam skripsinya penulis menyatakan bahwa dalam
fikih siyasah Presiden diharuskan melakukan tindakan secepat mungkin untuk
mengatasi keadaan darurat dan memaksa, sehingga mafsadat yang ada bisa
secepatnya untuk ditangani.®

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Gelora Mahardika dengan judul
“Potensi Penyimpangan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020. Dalam jurnalnya penulis memberikan pendapat
Perpu Nomor 1 Tahun 2020 memberi peluang untuk terjadinya pengulangan kasus
likuiditas Bank (Skandal BLBI) yang terjadi pada era Krisis ekonomi 1998 dan
2008. Padahal fenomena yang terjadi pada 2020 merupakan pandemi Covid-19
bukan persoalan moneter. Banyak pasal didalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang
bertentangan dengan UUD NRI 1945 -maupun undang-undang. Yang akan
menciptakan kekcauan proses penegakan hukum dan = pemberlakuannya yang

terbatas masa selesainya wabah dan akan berpotensi menghadirkan penyimpangan

" Henny Juliani, “Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan
Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
20207, Administrative Law & Governance Journal, VVol-3 Issue-2 Juni 2020.

8 Ahmad Fala Tansa, “Otoritas Presiden dalam Menerbitkan Perpu Perspektidf Fikih
Siyasah” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta
(2020).



juga berpotensi melahirkan tindakan koruptif yang dilindungi oleh peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itulah, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai dasar
hukum Pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi wabah pandemi
Covid-19 selayaknya ditinjau kembali baik melalui mekanisme executive review
yaitu dengan Perpu baru untuk membatalkan Perpu yang lama, legislative review
yaitu dengan menggunakan fungsi legislasi DPR untuk membuat undang-undang
baru ataukah dengan mekanisme judicial review yaitu dengan mengajukan uji

materi ke Mahkamah Konstitusi.®

E. Kerangka Teori
1. Teori Legalitas Peraturan Perundang-Undangan

Konstitusi selalu menjadi pusat perhatian dimana kekuasaan dijalankan
dalam suatu negara, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur
dan dibatasi. Konstitusi menurut Ivo D. Duchachek adalah mengidentifikasi
sumber, tujuan penggunaan dan pembatasan kekuasaan umum. Berlakunya suatu
konstitusi dalam suatu negara sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas
kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan, jika suatu negara menganut paham

bahwa kedaulatan tertinggi adalah ‘rakyat maka rakyat menjadi sumber legitimasi

® Ahmad Gelora Mahardika, 2020, “Potensi Penyimpangan Hukum dalam Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Jurnal Hukum lus Quia lustum,
Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, VVol-27 Issue 2, (Mei 2020).



konstitusi, begitu juga jika yang dianut oleh suatu negara adalah kedaulatan raja
maka raja menjadi sumber legitimasi.°

Diuraikan dalam penjelasan UUD 1945 kandungan pemikiran yang
terdapat dalam pembukaan mencakup 4 Pokok pikiran yaitu: Pertama, bahwa
negara Indonesia adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah, serta meliputi segala paham golongan dan paham
perseorangan. Kedua, Indonesia ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyatnya. Ketiga, bahwa negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat.
Keempat, bahwa negara Indonesia adalah Negara yang bertuhan berdasarkan
kemanusiaan yang adil dan beradab.

Setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dengan
segala bentuknya yang mana segala tindakan aparatur pemerintahan negara dalam
menjalankan tugas dan fungsinya harus didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang sah dan tertulis, dan peraturan tersebut harus berlaku terlebih dahulu
sebelum tindakan dan perbuatan administrasi dilakukan oleh pemerintah termasuk
juga penanganan dalam keondisi darurat dalam sebuah negara harus dibuat dan
ditetapkan secara sah untuk mencegah kecenderungan kekuasaan yang lebih di
salah satu komponen organ negara.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan salah satu
peraturan perundang-undangan dalam system hukum Indonesia yang

mencerminkan kekuasaan eksekutif untuk mengatasi suatu keadaan yang memaksa.

10 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Ed. 2, Cet. 3, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), him 17.
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Berdasarkan pasal 22 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa “dalam hal ihwal
memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang” dengan ini maka Perppu merupakan peraturan yang ditetapkan oleh
pemerintah yang fungsinya menggantikan undang undang yang tidak bisa
menjangkau permasalahan dalam keadaan darurat.!

Sistem norma hukum negara republik Indonesia berlaku sebuah peraturan
perundang-undangan yang berjenjang yang mana sebuah peraturan tidak boleh
dirumuskan melenceng dari peraturan yang levelnya berada diatasnya, pada pasal
7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011 tertulis bahwa jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

d. Peraturan Pemerintah

e. Peraturan Presiden

f. Peraturan Daerah Provinsi

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Perppu mempunyai derajat dalam peraturan prundang-undangan republik Indonesia
sederajat dengan Undang-Undang akan tetapi Perppu berbeda dengan Undnag-
Undang karena Perppu murni dari pemerintah eksekutif dan belum mendapat

persetujuan DPR, Perppu memiliki waktu yang singakt dan sesegera mungkin untuk

11 Reza Fikri Febriansyah, Eksistensi dan Prospek Perppu dalam Sistem Norma Hukum
Negara Republik Indonesia, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 6 No. 4, Desember 2009, him
668.
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diajukan dan dimintakan persetujuan kepada DPR pada persidangan berikutnya

apabila Perppu disetujui oleh DPR maka Perppu akan menjadi Undang-Undang.*?

2. Magqasid Syari’ah
a. Pengertian Magqasid Syari’ah

Sesui dengan tema sub bab pada bagian ini penyusun akan menjelaskan
mengenai kerangka teori maqasid syari’ah yang digunakan dalam menganalisa
Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu dengan judul yang panjang tersebut menuai
banyak kritik termasuk ada pasal yang dianggap memberikan imunitas bagi
pelaksana kestabilan keuangan dalam masa masa pandemi.

Secara etimologi maqgasid syari’ah bermakna jalan menuju mata air, jalan
menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok
kehidupan. Syariat secara terminologi adalah al-nusus al-mugaddasah (teks-teks
suci) dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali belum
dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, maqgasid syari’ah dapat
diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak

direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan

2 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan
Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius 1998), him 80.
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hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariat.®* Tujuan
dalam menetapkan hukum atau yang disebut juga dengan maqasid syari’ah
merupakan salah satu konsep yang banyak dikaji dalam literatur hukum Islam.
Adapun inti dari teori maqasid syari’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan
sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak
madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid syari’ah tersebut adalah
maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada

maslahat.

b. Dasar dari Magqasid Syari’ah

Magasid Syari’ah menurut imam al-Syatibi secara umum didasarkan
pada dua hal yaitu masalah ¢« /il yaitu penetapan hukum berdasarkan illat atau
alasan ditetapkannya hukum, dan al-masalih wa al-matasid yaitu kemaslahatan
dan kerusakan dimana magqasid syari’ah bertujuan untuk memaksimalkan
kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan. maqgasid syari’ah lbnu Ashur
secara umum  didasarkan. pada’ magasid al-ammah yaitu' tujuan umum dan
magqasid- al-khasah yaitu tujuan khusus. Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang
menggagas konsep magasid syari’ah dengan mengenalkan istilah daruriyat,

hajiyat, dan tahsiniyat dalam penetapan suatu hukum.*

13 Moh. Toruquddin, “Teori Magashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur”, Ulul Albab Jurnal
Studi Islam, Vol-14 No.2, him. 2 (2013).

14 Ghilman Nursidin, Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari’ah Imam Al-Haramain Al-
Juwaini ( Kajian Sosio-Historis ), Skripsi, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Wali
Songo Semarang, him. 10. (2012).
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C. Magasid Syari’ah untuk Mencapai kemaslahatan

Mengkaji teori magqasid syari’ahtidak dapat dipisahkan dari pembahasan
maslahah. maqgasid syari’ah bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan
sebuah syariah, tujuan tersebut adalah maslahah bagi seluruh umat.
Kemaslahatan bagi alam semesta merupakan manifestasi dari maqgasid syari’ah
(tujuan syariat) sebagai rahmat Allah. Mustafa Zaid menegaskan, bagaimanapun
istilah mas/ah ah didefinisikan dan digunakan harus mengandung tiga hal, yaitu:
pertama, maslahah tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya pemenuhan
kepentingan individual, kedua, maslahah mengandung aspek positif dan negatif,
karena itu menolak kemudaratan sama dengan mendatangkan kemanfaatan,
ketiga, semua maslahah harus berhubungan baik langsung atau tidak langsung
dengan lima aspek fundamental (a/-kulliyah al-khamsah) yaitu menjaga agama,

menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan dan menjaga akal.*®

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Library Research (penelitian pustaka), yakni
suatu penelitian menggunakan data literatur atau pustaka. Metode ini dilakukan

dengan cara mengumpulkan seluruh data-data yang berkaitan dengan PERPPU

15 Mustafa Zaid, Al -Maslahah fi Tasyri al-1slami wa Najm ad-Din at-tufi, cet. 2 (Kairo:
Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1964), him. 22.
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Nomor 1 Tahnun 2020, Hal ini diperlukan untuk membuat deskripsi atau gambaran
masalah yang kemudian bisa ditarik pada suatu kesimpulan.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan cara
mengumpulan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data
tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran
mengenai masalah yang ada.'® Pendekatan yang digunakan ialah Yuridis Normatif
(Legal Research), yaitu penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-
kaidah atau norma-norma dalam hukum serta konsep magqasid syari’ah sebagai teroi
utama untuk menganalisis secara kualitatif hukum positif yang berlaku yaitu
PERPPU Nomor 1 Tahun 2020.
3. Sistematika Analisis
Pengolahan data yang terakumulasi kemudian diolah dengan menganalisa
data, Proses analisa data-data yang diperoleh penyusun akan dibagi seperti berikut:
1) Normatif, meninjau produk hukum dengan sistematika peraturan perundang-
undangan untuk menggali apakah terdapat kecacatan atau tidak dalam proses
pengesahannya
2) Analisis induktif, yaitu teks-teks hukum yang bersifat khusus kemudian
diperluas pembahasannya untuk membedah dan menafsirkan sesuai teori-
teori hukum untuk dapat memahasi suatu pasal atau ketentuan secara

komprehensif.

16 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), him.105.
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3) Komparatif, yaitu membandingkan satu data dengan data lainnya, kemudian
mencari persamaan dan perbedaannya untuk memberikan penjelasan
kemanfaatan hukum yang dicapai oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2020.

4) Koherensi, yaitu mendalami materi yang diteliti, kemudian mencari
hubungan antara satu variabel dan Kajian teori maqasid syari’ah yang
kemudian produk hukum yang diiteliti ditinjau dengan instrumen hirarki
kemaslahatan untuk menentukan tingkat kemaslahatan dari kebijakan

Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

G. Sitematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang ditulis dalam Bab-bab
agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemaparan hasil penelitian,
maka perlu dijabarkan melalui sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan, bab ini terdiri dari sub-sub pembahasan. Sub
pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan
manfaat penelitian, kerangka teori, metode dan pengolahan-data.penelitian serta
sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bab pengantar dalam pembahsan ke
bab-bab selanjutnya.

BAB |l Kerangka Teori, bab ini menjabarkan lebih luas mengenai kerangka
teori yang ada di BAB | sub bab (e). Penjabaran lebih luas terhadap kerangka teori
pada BAB | dimaksudkan agar dapat mepermudah dan lebih kongkrit dalam
menganalisa permasalahan yang diangkat untuk mencegah terjadinya kekacauan

dalam argumentasi, sehingga melahirkan penilaian negatif dalam penelitian ini.
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dalam bab ini juga akan dimasukan data mengenai studi penetapan hukum oleh
para ahli usul figh yang dilandasi dengan konsep magasid syari’ah untuk dijadikan
acuan dan perbandingan dalam sebagai tuntunan berfikir penyusun.

Bab Il Tinjauan Umum, bab ini akan digunakan oleh penyusun untuk
mendeskripsikan hal-hal terkait dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 meliputi,
sistem hukum di Indonesia, perundang-undangan, kewenangan Presiden
menerbitkan Perppu, Sistematika dalam Penerbitan Perppu, Penjelasan dan
penafsiran secara umum terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang akan
dijelaskan per-bab dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Bab IV Analisis, bab ini merupakan bab yang terpenting dalam penyusunan
skripsi karena bab ini memuat analisis menggunakan konsep magasid syari’ahyang
merupakn konsep dalam literatur ilmu fikih untuk membedah hukum positif yaitu
Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang memuat dari kebijakan pemerintah dalam
mengatasi bahaya yang mengancam kestabilan keuangn negara di masa pandemi
covid-19.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang menyajikan secara
ringkas dari masalah yang sudah dianalisa dalam BAB IV sebagai jawaban
sederhana Rumusan Masalah dalam BAB 1. Dalam bab ini juga memuat saran atau

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pada bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan bahwasanya
Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan ukuran yang
digariskan olen Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 138/PUU-V11/2009
terkait “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” dalam putusan tersebut
menggariskan bahwa terdapat suatu keadaan atau kebutuhan mendesak yang perlu
segera diselesaikan hanya dengan menggunakan undang-undang. Perppu Nomor 1
Tahun 2020 metidak mengisi kekosongan hukum, melainkan mencabut atau
membuat Kketentuan-ketentuan tertentu menjadi tidak berlaku dengan alasan
keadaan darurat Kesehatan, padahal Undang-Undang yang sudah ada, misalnya
Undang-Undang Keuangan Negara, sudah mengatur apaapa saja yang dapat
dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara apabila negara

sedang berada dalam keadaan darurat, termasuk darurat Kesehatan.

Secara, materil materi Muatan,, Perppu Nomor-1 Tahun 2020 sudah
semestinya tidak mengatur mengenai hal-hal yang amat berkaitan dengan beban
rakyat baik berupa pajak maupun pungutan yang bersifat memaksa, Dalam Negara
yang berkedaulatan rakyat, negara hanya dapat membebani rakyatnya dengan pajak
dan pungutan lain yang bersifat memaksa apabila rakyat melalui wakil-wakilnya di
DPR menyetujuinya. Negara tidak dapat begitu saja menetapkan suatu kebijakan

yang berpengaruh pada beban rakyat tanpa persetujuan rakyatnya.

82
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Covid-19 merupakan masalah dalam tingkatan daruriyat sebagaimana
dampak yang ditimbulkan dalam penanganan pandemi Covid-19 membuahkan
kesimpulan bahwa dalam aturan tersebut terjadi ketimpangan terkait nilai proporsi
penanganan antara kesehatan dan efeknya, sehingga kehadiran negara
memprioritaskan efek keuangan karena pandemi dari pada keselamatan jiwa.
Padahal, status kedaruratan jiwa dalam hirarki, bersamaan dengan statusnya adalah
daririyat, sudah sepatutnya pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai
prioritas utama mengingat semakin melonjaknya infeksi Covid-19. Suatu negara
dalam menanggulangi pandemi tanpa adanya sokongan yang memadahi dari sisi
keuangan maka penanggulang pandemi covid-19 di sektor kesehatan tidak bisa
terlaksana, fasilitas kesehatan, sarana kesehatan biaya untuk gaji tenaga kesehatan,
bantuan kepada masyarakat yang terdampak kehilangan pekerjaan maka dalam hal
ini keuangan (hifz mal) menjadi faktor sentral dalam menanggulangi pandemi

covid-19.

B. Saran

Perppu ini berpotensi berpotensi. menumbuhkan absolute power dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Presiden. Pasal
12 Perppu No. 1 tahun 2020 telah memberikan ruang kepada Presiden untuk dapat
mengeluarkan APBN hanya berdasar Perpres. Hal ini sama saja dengan
menghilangkan checks and balances, penetapan APBN baru bukan solusi,

pemerintah bisa melakukan realokasi anggaran yaitu anggaran pada suatu yang
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kurang penting dialokasikan kepada penanganan pandemi. Salah satu karakteristik
yang sangat esensial dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Kondisi demikian
tentu akan membuat celah kepada Presiden untuk dapat bertindak absolut dalam
menentukan anggaran keuangan negara tanpa adanya persetujuan dari rakyat

melalui DPR.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
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